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MOTTO 

 

 

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 

anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan 

(pula jalan) mereka yang sesaat. 

(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 

 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 

itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’.  

(Q.S. Al Baqarah : 45) 
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ABSTRAK 

 

Muhammad Fariza. NIM C 100 110 178. Tanah Bantaran Sungai (Studi tentang 

Kontroversi Pendaftaran Tanah di Kota Surakarta). Fakultas Hukum. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 2015. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontroversi di tengah 

masyarakat Kota Surakarta, dasar pertimbangan diberikannya rekomendasi 

pemberian ijin oleh Pemerintah Kota Surakarta bagi warga bantaran sungai untuk 

memperoleh sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis 

empiris yaitu membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan 

ketentuan hukum di dalam praktek. Penelitian dilaksanakan wilayah hukum 

Kabupaten Klaten. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, 

observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kontroversi di tengah 

masyarakat Kota Surakarta mengenai diberikannya rekomendasi pemberian ijin oleh 

Pemerintah Kota Surakarta bagi warga bantaran sungai untuk memperoleh sertifikat 

hak atas tanah adalah adanya penolakan oleh masyarakat setempat (Kelurahan 

Semanggi) terhadap adanya rekomendasi dari Walikota Surakarta. Warga Kalurahan 

Semanggi kemudian menggugat Pemkot Solo karena kebijakan pemberian 

rekomendasi tersebut bertentangan dengan Psal 8 ayat (2) huruf d dan e, Pasal 37 

ayat 1 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, serta Pasal 

pasal 5 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai; Kedua, 

dasar pertimbangan diberikannya sertifikat tanah atas permohonan hak atas tanah 

yang terletak di sekitar bantaran sungai di Kota Surakarta adalah pemohon sudah 

lama menempati daerah tersebut, bersedia ditata untuk menghindari lingkungan dari 

kekumuhan, daerah tersebut diluar sempadan sungai, pemohon taat pada peraturan 

dan sanggup menjalankan kewajiban, daerah tersebut layak dijadikan tempat hunian, 

lokasi tersebut dapat lebih produktif dalam menghasilkan PAD kota Surakarta, 

lokasi tersebut memiliki kontur tanah yang keras; aman dari daerah banjir dan tidak 

berbahaya bagi daerah lain; Ketiga, Hambatan-hambatan yang timbul dan 

penyelesaiannya atas permohonan hak atas tanah yang terletak di sekitar bantaran 

sungai di Kota Surakarta antara lain: kewenangan pemberian ijin, proses 

permohonan yang memakan waktu lama, pengetahuan masyarakat yang masih 

minim mengenai prosedur pensertifikatan tanah, penolakan warga masyarakat 

lainnya. Penyelesainnya adalah penambahan SDM di kantor BPN, sosialisasi 

prosedur pendaftaran tanah, tidak ada lagi pemberian ijin bagi warga di bantaran 

sungai untuk mengurus sertifikat tanah. 

 

Kata Kunci: tanah bantaran sungai, kontroversi pendaftaran tanah 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Fariza. NIM C 100 110 178. Land of the River Plate (Study on Land 

Registration Controversy in Surakarta). Faculty of Law. Muhammadiyah University 

of Surakarta. 2015. 

 

The purpose of this study was to describe the controversy in the community 

Surakarta, the consideration given on the granting by the Government of Surakarta 

for residents along the river to obtain land certificates. This research includes 

empirical juridical namely discussing the implementation and examine the 

implementation of legal provisions in practice. The research was conducted 

jurisdiction in Klaten district. Data sources using primary data from interviews, 

observation, and literature study. Data were analyzed using qualitative analysis. 

The results showed that: First, the controversy in the society regarding Surakarta 

exerts on the granting by the Government of Surakarta for residents along the river 

to obtain a certificate of land rights is the rejection by the local community (village 

clover) on the recommendation of the Mayor of Surakarta. Residents Kalurahan 

Semanggi then sued Solo City Government as a policy is contrary to the provision of 

recommendations PSAL 8, paragraph (2) d and e, Article 37 paragraph 1 of Law 

No. 23 of 1997 on the Environment, as well as Article Article 5 (1) and (2) of 

Government Regulation No. 35 1991 on the river; Secondly, the consideration given 

land certificates at the request of the rights on land located around the riverbanks in 

Surakarta is the applicant had long occupied the area, willing laid out to avoid 

environment of squalor, the area beyond the river banks, the applicant adhere to the 

rules and be able to run liabilities, the area worthy of shelter, the location can be 

more productive in generating revenue Surakarta, the site has a hard ground 

contour; area safe from flooding and are not harmful to other areas; Third, barriers 

that arise and the completion of the application for rights to the land located around 

the riverbanks in Surakarta, among others: the authority granting the permit, the 

application process takes a long time, the knowledge society that still lack the 

procedure certification of land, refusal of other citizens , Its solution is the addition 

of human resources in the BPN office, socialization of land registration procedures, 

there is no licensing for residents along the river to take care of the land certificate. 

 

Keywords: soil along the river, land registration controversy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


